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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Pemerintah Desa Dorogowok Periode 2020-2026 adalah hasil Pemilihan Kepala Desa Dorogowok Tahun 2019 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/451/427.12/2019 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa masa jabatan 2020-2026 pada tanggal 31 Desember 2019.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan  masyarakat desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, disetiap desa sudah pasti perlu untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 


Dalam perencanan pembangunan desa yang telah bertahun-tahun dilaksanakan masih banyak ditemukan permasalahan dan persoalan di kalangan masyarakat penerima sasaran manfaat yang dapat mengakibatkan perencanaan desa belum memenuhi aspek keselarasan dengan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya:

a. Perencanaan Pembangunan Desa masih didominasi oleh kalangan tertentu;

b. Perumusan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perencanaan desa kurang mengakomodir kepentingan masyarakat miskin;

c. Perencanaan pembangunan desa kurang partisipatif;

d. Kegiatan yang telah dirumuskan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat;

e. Penentuan prioritas kegiatan belum mempertimbangkan skala prioritas dan potensi yang ada;

f. Perencanaan pembangunan desa kurang sistematis serta tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga hasil akhir yang akan dicapai belum mencerminkan keberhasilan dari kepemimpinan kepala desa yang telah dirumuskan dari visi dan misinya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perumusan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang dikarenakan dengan ketersediaan ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa, yang karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.


Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tersebut tentunya harus mengacu pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan


Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Dorogowok Tahun 2020-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1) Landasan Idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional sebagai berikut:

1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.
Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah  dengan PP Nomor 47 Tahun 2015;
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 sebatentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah  dengan PP Nomor 22 Tahun 2015;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.3. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Gambar 1.1.

Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Lainnya
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Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJM Desa merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di Desa , khususnya dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan di desa yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:
1.3.1.
RPJM Nasional


RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2020 - 2024 adalah INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH – TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL DAN BERKESINAMBUNGAN.

Untuk mewujudkan visi ini melalui 4 (Empat) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan kelembagaan politik dan hukum yang mantab.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Mewujudkan struktur ekonomi yang maju dan kokoh.
4. Mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga. 
1.3.2.
RPJP Daerah

RPJP Daerah Kabupaten Tahun 2005 - 2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJM Desa karena RPJP Daerah Tahun 2005 - 2025 ini merupakan bagian tahapan pembangunan daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permassalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. 
1.3.3.
RPJMD Kabupaten



RPJM Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 memiliki visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT dan mempunyai misi :

1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
3. Meningkatkan pelayanan birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih yang berbasis teknologi informasi.
Untuk mewujudkan misi dan visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki 7 (tujuh) agenda utama, yaitu 
1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana;
3. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja hingga mampu menurunkan angka kemiskinan;
5. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah;
6. Meningkatkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata.
7. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
1.3.4.
RT/RW Kabupaten

Arahan pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lumajang yang cukup terkait dengan Desa Dorogowok adalah tentang struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Kabupaten Lumajang sehingga terjadi pemerataan pembangunan, pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

1.3.5.
RENSTRA SKPD


Pada prinsipnya RENSTRA SKPD mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Lumajang Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini, RENSTRA SKPD merupakan bagian penting dalam penyusunan RPJM Desa yang dikarenakan beberapa rencana strategis yang dilaksanakan SKPD yang disajikan secara sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta indikator dan tolok ukur pencapaiannya, tidak jarang bersentuhan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat desa atas wilayah kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.
1.3.6.
Rencana Kerja Pemerintah Desa Dorogowok

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan pemerintah desa untuk satu periode tahun anggaran berjalan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Dorogowok Tahun 2020-2026.
1.4. Sistematika Penulisan
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BAB VIII
PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1.
Maksud
1.
Sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 6 (enam) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Dorogowok;

2.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di desa Dorogowok serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

3.
Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;

4.
Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di desa Dorogowok terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah desa.

1.5.2.
Tujuan

1.
Tersedianya dokumen RPJM Desa Dorogowok Tahun 2020-2026 yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2.
RPJM Desa sebagai alat tolok ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah desa selama enam tahun yang dilaksanakan pemerintah desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1.
Sejarah  Desa


Sejarah berdirinya Desa Dorogowok diawali pada tahun 1897 dimana para tokoh adat yang ada diwilayah membentuk suatu perkumpulan yang meninginkan adanya pimpinan adat, maka dibentuklah nama petinggi istilah pada tanggal 1 suro tahun 1897 semua para sesepuh dimintai pendapat untuk membuat nama desa dengan situasi pada saat itu masyarakat semuanya setuju memberi nama wilayahnya dengan nama Desa Dorogowok. Nama Dorogowok diambil dari kata “Doro” yang berarti Merpati dan “Gowok” yang berarti gua atau Lubang yang ada di dalam pohon yang dilubangi oleh burung pelatuk dengan diameter 40 cm sehingga lubang/gua tersebut ditempati sepasang burung merpati hingga berkembang baik menjadi banyak sehingga desa ini diberi nama Desa Dorogowok yang dipimpin oleh orang terkemuka yang masih berbau kerajaan dengan berjalannnya waktu dengan kekuasaaan negar Belanda, maka dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh Belanda, maka dipimpin oleh Belanda dengan sebutan Ki Demang atau Ki Lurah. Namun seiring berjalannya waktu dan kekalahan Belanda maka Desa Dorogowok dipimpin oleh orang yang disebut petinggi melalui jagoan atau dipilih oleh rakyat atau demokrasi. 

Adapun dibawah ini nama-nama Kepala Desa Dorogowok beserta periode jabatannya sebagai berikut :

	NO

	NAMA

	PERIODE JABATAN

	KETERANGAN


	1

	Supatemorejo
		
	2

	S. Jogo Kerto
		
	3

	H. Hasan
	1977 – 1985

	8 Tahun


	4

	Kusen
	1985 – 1993

	8 Tahun


	5

	Suyitno
	1993 – 1994

	1 Tahun


	6

	Sutejo
	1994 – 2007

	13 Tahun


	7

	Su’ in
	2007 – 2013

	6 Tahun


	8

	Kholil
	2013 – 2019

	6 Tahun


	9

	Sura’ i

	2020 – Sekarang

	Berjalan



	


2.1.2.
Aspek Geografi dan Demografi

1.
Aspek Geografi


Desa Dorogowok merupakan salah satu Desa diwilayah Kecamatan Kunir dan termasuk daerah dataran tinggi dengan suhu kurang lebih 26 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata 2000 mm,Luas desa - + : 386 Ha.  dengan batas sebagai berikut :


-
Sebalah Utara

:
Desa Klampokarum

-
Sebelah Timur

:
Desa Kabuaran

-
Sebelah Selatan
:
Desa Kedungmoro

-
Sebalah Barat

:
Desa Kaliwungu

Posisi letak Desa Dorogowok sangat terpencil  sekali dengan jarak ke Kecamatan sekitar 4 Km dan Ke Ibukota Kabupaten sekitar 10,5 Km tergolong paling jauh sekali ke Ibukota Kabupaten di bandingkan dengan desa lain.

Gambar Peta Desa
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2.
Aspek Demografi

Jumlah penduduk desa Dorogowok sebanyak 3.453 jiwa yang tersebar di 04 Dusun, RW 07 dan, 39 RT Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 1.666 jiwa dan perempuan 1.787 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 4%, dengan tingkat kepadatan sebesa 985 jiwa/km2. Perkembangan jumlah penduduk di desa Dorogowok Dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Perkembangan Kependudukan

Tahun 2014– 2019
	Uraian
	Satuan
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Luas Wilayah
	Ha
	386
	386
	386
	386
	386
	386

	Jumlah Penduduk
	Jiwa
	3765
	3819
	3795
	3803
	3612
	3453

	Jumlah Laki-Laki
	Jiwa
	1896
	1936
	1964
	1971
	1967
	1666

	Jumlah Perempuan
	Jiwa
	1869
	1883
	1831
	1832
	1645
	1787

	Jumlah 
A-RTM
	KK
	1076
	1094
	1080
	1085
	1047
	1001

	Pertumbuhan Penduduk
	%
	3.5%
	3.5%
	3.5%
	3.5%
	3.4%
	3.4%

	Kelahiran Penduduk
	Jiwa
	27
	31
	24
	29
	25
	32

	Kematian Penduduk
	Jiwa
	14
	21
	27
	25
	21
	19

	Kepadatan Penduduk
	Jiwa/ km2
	569
	565
	574
	596
	955
	985


Sumber : PK 2019

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk adalah keberhasilan program keluarga berencana di desa Dorogowok Jika dilihat dari perkembangan jumlah kb aktif di desa Dorogowok pada tahun 2014-2019 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.2.

Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS

Tahun 2015 - 2019
	Uraian
	Satuan
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	PUS
	Pasang
	283
	367
	452
	576
	709

	Peseta KB Aktif
	Org
	139
	207
	261
	348
	409

	Prosentase
	%
	2%
	1.8%
	1.7%
	1.7%
	1.7%


Sumber : PK 2019
Data sebaran penduduk desa Dorogowok yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.

Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah
	

	Wilayah
	Penduduk
	Jumlah
	A-RTM
	Ket

	
	
	Lk.
	Pr.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Dsn Panggung Gempol

	RW. 001
	
	
	
	
	

	1.
	RT. 001
	59
	51
	110
	10
	

	2.
	RT. 002
	105
	105
	210
	8
	

	3.
	RT. 003
	86
	110
	196
	13
	

	4.
	RT. 004
	40
	52
	92
	7
	

	5.
	RT. 005
	47
	59
	116
	9
	

	RW. 002
	
	
	
	
	

	1.
	RT. 006
	87
	82
	169
	7
	

	2.
	RT. 007
	153
	157
	310
	9
	

	3.
	RT. 008
	95
	83
	178
	8
	

	4.
	RT. 009
	58
	63
	121
	5
	

	Dsn Weringinsari

	RW. 003
	
	
	
	
	

	1.
	RT. 001
	99
	87
	186
	8
	

	2.
	RT. 002
	55
	40
	95
	7
	

	3.
	RT. 003
	61
	56
	117
	3
	

	4.
	RT. 004
	85
	74
	159
	6
	

	5.
	RT. 005
	88
	76
	162
	7
	

	RW. 004
	
	
	
	
	

	1.
	RT. 006
	110
	125
	235
	8
	

	2.
	RT. 007
	116
	114
	230
	7
	

	3.
	RT. 008
	144
	142
	186
	5
	

	4.
	RT. 009
	61
	69
	130
	4
	

	5.
	RT. 010
	85
	98
	183
	5
	

	6. 
	RT. 011
	106
	99
	205
	5
	

	Dsn Sumberbendo

	RW 005
	
	
	
	
	

	1.
	RT 001
	42
	    39
	81
	5
	

	2.
	RT 002
	52
	48
	100
	6
	

	3.
	RT 003
	     63
	57
	120
	8
	

	4.
	RT 004
	49
	    43
	92
	6
	

	5.
	RT 005
	54
	52
	106
	6
	

	6. 
	RT 006
	57
	69
	126
	8
	

	Dsn Karangrejo

	RW 006
	
	
	
	
	

	1.
	RT 001
	79
	76
	155
	6
	

	2.
	RT 002
	95
	90
	185
	7
	

	3.
	RT 003
	94
	102
	196
	7
	

	4.
	RT 004
	76
	68
	144
	9
	

	5.
	RT 005
	90
	80
	170
	7
	

	6.
	RT 006
	67
	77
	144
	9
	

	RW 007
	
	
	
	
	

	1.
	RT 007
	84
	83
	167
	9
	

	2.
	RT 008
	94
	87
	181
	6
	

	3.
	RT 009
	98
	98
	196
	8
	

	4.
	RT 010
	54
	54
	108
	7
	

	5.
	RT 011
	39
	37
	76
	11
	

	6.
	RT 012
	49
	47
	96
	6
	

	7.
	RT 013
	67
	58
	125
	8
	


Sumber: PK 2019
2.1.3.
Aspek Sumber Daya Alam


Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di desa Dorogowok sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di desa Dorogowok dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Daftar Sumber Daya Alam di Desa Dorogowok
	No.
	Uraian Sumber Daya Alam
	Volume
	Satuan

	1.
	2.
	3.
	4

	1
	Pisang
	216
	Buah

	2
	Mangga
	3015
	Kg

	3
	Rambutan
	4418
	Kg

	4
	Jagung
	142
	Ton

	5
	Padi
	164
	Ton

	6
	Kelapa
	2705
	Biji

	7
	Cabai
	5079
	Kg


Sumber : Kelompok Tani
2.1.4.
Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di desa Dorogowok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.

Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Dorogowok
	No.
	Uraian Sumber Daya Manusia
	Volume
	Satuan

	1.
	2.
	3.
	4

	1
	SD
	1526
	Orang

	2
	SLTP
	256
	Orang

	3
	SLTA
	120
	Orang

	4
	Diploma
	38
	Orang

	5
	S1 
	35
	Orang


2.1.5.
Aspek Sumber Daya Pembangunan


Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di desa Dorogowok dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.6.

Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Dorogowok
	No.
	Uraian Sumber Daya Pembangunan
	Volume
	Satuan

	1.
	2.
	3.
	4

	1.
	Jalan aspal antar desa
	2,5
	Km

	2.
	Jalan aspal antar lingkungan
	3,6
	Km

	3.
	Jalan rabat beton 
	2,3
	Km

	4.
	Jalan paving
	1,2
	Km

	5.
	Jalan hotmix kabupaten
	2,5
	Km

	6.
	Gedung kantor desa
	1
	Unit

	7.
	Gedung balai desa
	1
	Unit

	8.
	Gedung POLINDES
	1
	Unit

	9.
	Gedung PAUD
	3
	Unit

	10.
	Gedung TK
	2
	Unit

	11.
	Gedung SD
	3
	Unit

	12.
	Masjid
	4
	Unit

	13.
	Musholla
	30
	Unit


2.1.6.
Aspek Sumber Daya Sosial Budaya


Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di desa Dorogowok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Dorogowok
	No.
	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya
	Volume
	Satuan

	1.
	2.
	3.
	4

	1.
	Musik patrol
	1
	Group

	2.
	Al-Banjari
	6
	Group

	3.
	Reog
	1
	Group


2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1.
Wilayah Desa


Wilayah Desa Dorogowok terdiri dari 4 dusun, 7 RW dan 39 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 2.8.

Data Wilayah Administrasi Desa Dorogowok
	

	Wilayah
	Nama Ketua
	Keterangan

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Dsn Panggunggempol

	RW. 001
	
	

	1.
	RT. 001
	ARSAM
	

	2.
	RT. 002
	SURA’I
	

	3.
	RT. 003
	SUCIP
	

	4.
	RT. 004
	ATMO
	

	5.
	RT. 005
	BETES
	

	RW. 002
	BUSEN
	

	1.
	RT. 006
	TUNIL
	

	2.
	RT. 007
	SUYOTO
	

	4.
	RT. 008
	CAHYONO
	

	3.
	RT. 009
	SANTUSO
	

	Dsn Weringinsari

	RW. 003
	SALAM
	

	1.
	RT. 001
	BUSAT
	

	2.
	RT. 002
	ROHMAN
	

	3.
	RT. 003
	NAKRI
	

	4.
	RT. 004
	TOSIM
	

	5.
	RT. 005
	MISERI
	

	RW. 004
	HADI SUYITNO
	

	1.
	RT. 006
	NGATIRAI
	

	2.
	RT. 007
	KUSMAN
	

	3.
	RT. 008
	EDI
	

	4.
	RT. 009
	BUKARI
	

	5.
	RT. 010
	SIYO
	

	6.
	RT. 011
	NIDI
	

	Dsn Sumberbendo

	RW. 005
	SUWARNO
	

	1.
	RT. 001
	BAMBANG LIANTO
	

	2.
	RT. 002
	RUDI HARTONO
	

	3.
	RT. 003
	PRAYIT
	

	4.
	RT. 004
	SAMSUL
	

	5.
	RT. 005
	JEFRI MAULANA
	

	6.
	RT. 006
	NARIP
	

	Dsn Karangrejo

	RW 006
	NAWI
	

	1.
	RT 001
	SUGI
	

	2.
	RT 002
	SIYO
	

	3.
	RT 003
	ROHMAN
	

	4.
	RT 004
	SATUMAR
	

	5.
	RT 005
	DARMUJI
	

	6.
	RT 006
	MARLIS H.
	

	RW 007
	JUNAIDI
	

	1.
	RT 007
	MISTARI
	

	2.
	RT 008
	DASUKI
	

	3.
	RT 009
	NIWI
	

	1.
	RT 010
	SUGIK
	

	2.
	RT 011
	SAMSUL
	

	3.
	RT 012
	BUSARIYANTO
	

	4.
	RT 013
	MISDIONO
	


2.2.2.
Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sesuai dengan peraturan Desa Dorogowok Nomor 02 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanggal 26 Maret 2020, Organisasi Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA DOROGOWOK
KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG
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BAB III

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA

3.1. Potensi

Desa Dorogowok memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

3.1.1. Sumber Daya Alam

a. Lahan pertanian (sawah) seluas  155 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal

b. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.

c. Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan ladang bersama masyarakat 

3.1.2. Sumber Daya Manusia

a. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.

b. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.

c. Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan

d. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.

e. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.

f. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.

g. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat. 

h. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.

i. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun

j. Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubeler kayu.

3.1.3. Kelembagaan / Organisasi

a. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.

b. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPMD dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.   

c. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan.

3.2. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Dorogowok yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting. 

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang dirumuskan dari hasil pengkajian di masing-masing dusun.
Tabel 12 : Bidang dan Permasalahan

	No
	Bidang
	Masalah

	1
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
	1. Penetapan dan penegasan batas Desa; yaitu : banyak Patok Batas Desa yang hilang
2. Pendataan Desa; yaitu : Data primer kependudukan di desa kurang lengkap terkait penduduk mati datang pindah
3. Penyusunan tata ruang Desa; yaitu : Belum ada Perdes Tata Ruang
4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu : Peran Serta dari masyarakat masih kurang
5. Pengelolaan informasi Desa; yaitu : Kurang Maksimalnya KIM yang membantu penyebaran informasi desa
6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; yaitu : Belum ada keselarasan anatar RPJMdes RKPDes dan RAPBDes
7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; yaitu : Belum ada Penyelenggaraan Evaluasi di desa
8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; yaitu : Belum ada 
9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; yaitu : Kurang maksimalnya dana yang diperoleh desa


	2
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
	1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu : Belum Lengkapnya beberapa pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur di lingkungan desa
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : Kurangnya Pemerataan Pembangunan Gedung Posyandu
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : Peran serta desa belum maksimalnya dalam bidang kebudayaan masyarakat
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu : Masyarakat Masih membutuhkan modal
5. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : Kurangnya Kesadaran SDM 

	3
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : Belum terbentuknya LKMD 
2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; yaitu : Kurangnya Atribut yang memadai
3. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu : Tingginya toleransi masyarakat
4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu : Belum terbentuknya karang taruna
5. Pembinaan lembaga adat; yaitu : tidak adanya lembaga adat di desa
6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : Kurangnya anggaran untuk memaksimalkan kesenian yang ada di desa

	4
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : Diperlukan adanya kordinasi dengan lembaga yang membidangi
2. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : Minimnya IT
3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; yaitu : Minimnya Diklat
4. Peningkatan kapasitas masyarakat; yaitu : SDM rendah


3.3. Isu/ masalah Utama


Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel 13 : Bidang dan Permasalahan Utama

	NO
	MASALAH
	PENYEBAB
	POTENSI
	TINDAKAN YANG LAYAK

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

	1.1
	Kurang maksimalnya kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa  
	Kurangnya kesejahteraan dan tunjangan
	Peningkatan kinerja pemdes
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	1.2
	Minimnya jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat 
	 Adanya Jaminan sosial
	Bekerja maksimal
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	1.3
	Standart pelayanan kurang maksimal
	Kurangnya sarana dan prasarana
	Pelayanan cepat dan maksimal
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	1.4
	Pelayanan masyarakat kurang maksimal
	Kurangnya alat untuk IT
	Pelayanan cepat dan maksimal
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	1.5
	Pelayanan Adminduk masih belum valid
	Banyak penduduk yang belum memiliki dokumen
	Dokumen Valid
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	1.6
	Penyelenggaraan musdus atau musdes kurang maksimal
	Seringnya musdus dan musdes
	Musyawarah mufakat
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	1.7
	Penyusunan dokumen desa kurang maksimal
	Anggaran pengarsipan dokumen kurang memadai
	Terdesianya dokumen desa yang rapi 
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	1.8
	Anggaran PAW dan pengisian perangkat desa
	Kosongnya kepala dusun
	Penyiapan dana pelaksanaan
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	1.9
	Kurangnya kesadaran terhadap pembayaran PBB
	Minimnya pembayaran PBB oleh masyarakat
	Sadar PBB
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	2
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

	2.1
	Masih banyak jalan desa, jalan pertanian, jalan lingkungan, saluran selokan pinggir jalan, gorong gorong, selokan, jembatan yang belum di bangun
	Belum terbangun jalan, drainase, TPT 
	Lancarnya akses hasil pertanian.
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	2.2
	Masih adanya rumah tidak layak huni, sanitasi kurang memadai dan perilaku hidup yang kurang sehat
	Ketidak mampuan warga membangunan rumahnya
	Rumah sehat
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	2.3
	Perlunya pemeliharan jalan  
	Banyaknya jalan yang rusak
	Lancarnya transportasi
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	2.4
	Kurangnya penerangan jalan hingga memicu tindak kriminalitas
	Lampu jalan sedikit
	Aktifitas warga dimalam hari tetap terlaksana
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	2.5
	Kurang maksimalnya ketertiban masyarakat
	Tidak meratanya siskamling dan kurang lengkapnya sarana prasarana
	Poskamling dan atribut satgas lengkap
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	2.6
	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
	SDM kurang memadai
	Maksimalnya kegiatan polindes desa
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	2.7
	Pemeliharaan sarana pendidikan dan penambahan operasional PAUD/TK dan Non Formal
	Perlu adanya anggaran pemeliharaan dan bantuan operasional 
	Terselengga
-ranya pendidikan yang baik
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	2.8
	Tidak khusuknya masyarakat saat beribadah
	Tempat ibadah kurang layak
	Tempat ibadah yang layak
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	3
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  

	3.1
	Pengendalian ketertiban dan keamanan desa belum maksimal
	Kurang lengkapnya petugas dan atribut yang minim
	Penambahan SKD dan kelengkapannya
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	3.2
	Perlu peningkatan kegiatan keagamaan, dan kebudayaan dalam lingkungan desa
	Anggaran yang minim
	Pembinaan hingga kelembagaan ini berkembang
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	3.3
	Kurangnya sarana prasarana olah raga & pelatihan bagi masyarakat khususnya pemuda
	Karang taruna tidak aktif
	adanya karang taruna dan KIM 
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	3.4
	Memaksimalkan keaktifan kelembagaan yang ada di Desa
	Ketersediannya anggaran
	Lembaga lebih aktif
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	4
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

	4.1
	Kurangnya pengetahuan dalam bidang pertanian dan peternakan agar hasilnya lebih maksimal
	Kurangnya pelatihan
	70 % petani
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	4.2
	Perlunya peningkatan pengetahuan ilmu administrasi bagi pemerintah desa dan BPD
	Kurangnya peningkatan kapasitas
	Peningkatan pengetahuan
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	4.3
	Kurangnya pemberdayaan perempuan
	Belum adanya anggaran yang memadai
	Adanya kader desa yang sigap
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	4.4
	Peningkatan kapasitas masyarakat pada usaha mikro
	Perlu pelatihan

Dan tambahan modal usaha
	Adanya usaha mikro
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	4.5
	Kurangnya pengelolaan usaha desa
	Perlunya managemen Bumdes 
	Berkembang nya Bumdes
	Membuat rencana dalam RPJMDes/RKPDes dan APBDes

	5.
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

	5.1
	Terjadinya wabah penyakit
	Tidak terduga
	Kesiapan Desa
	Tanggap

	5.2
	Terjadinya kebakaran
	Tidak terduga
	Kesiapan Desa
	Tanggap

	5.3
	Terjadinya kekeringan
	Tidak terduga
	Kesiapan Desa
	Tanggap

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1.
Visi


Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


Berdasarkan kondisi masyarakat desa Dorogowok saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan pemerintah desa Dorogowok tahun 2020-2026, dicanangkan visi Pembangunan Desa Dorogowok, adalah sebagai berikut : 
TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN MAJU
Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat 3 kata kunci, yaitu: Sejahtera, Berdaya Saing, dan Maju artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Dorogowok yaitu masyarakat desa yang sejahtera dan maju, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewejudkan:

1. Masyarakat Sejahtera, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan hasilnya dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu;

2. Berdaya Saing, yang dimaknai bahwa pembangunan manusia sebagai pelaku utama pelaksana pembangunan diwujudkan untuk menciptakan sumder daya manusia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlaq mulia, sehingga sumber daya manusia di desa akan meningkat kecerdasarnya secara emosional maupun spiritual;

3. Maju, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat mewujudkan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik;

5.2.
Misi


Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Dorogowok untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang sesuai dengan Amanah UU Desa No. 6 Tahun 2014.
2. Mewujudkan masyarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun informal;

3. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga memiliki daya saing terhadap kemajuan tehnologi;

4. Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, SARA dan antar golongan.

6. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa.
7. Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat;
5.3.
Tujuan


Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahn dan potensi yang ada di desa Dorogowok maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terapan sehingga bermanfaat bagi masyarakat desa lainnya;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik;

3. Meningkatkan nilai jual hasil produk unggulan desa
5.4.
Sasaran


Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan desa Dorogowok dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatnya peran tenaga kependidikan baik formal maupun informal;

2. Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global;

BAB V

AGENDA, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.
Agenda dan Prioritas Pembangunan


Dari rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, agenda dan prioritas pembangunan desa Dorogowok tahun 2020-2026 yaitu :

1.
Mewujudkan masyarakat yang cerdas secara emosional maupun spiritual, berpengetahuan, berpendidikan dan berakhlaq mulia sesuai tuntunan agamanya;

2.
Mewujudkan taraf kehidupan masyarakat desa yang berkualitas sehingga mampu bersaing dalam kancah persaingan global;


3.
Mengenalkan hasil produk unggulan desa Meningkatkan nilai jualnya ;
5.2.
Strategi Pembangunan


Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan dimana untuk jangka waktu 6 tahun ke depan diperlukan strategi, sebagai berikut:

1.
Peningkatan kualitas pendidikan formal maupun informal

2.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;

3.
pelatihan dan penyuluhan di bidang usaha kreatif kepada masyarakat

4.
Menumbuhkembangan kesadaran dalam masyarakat terutama dalam bidang moral/akidah dengan meningkatkan peran lembaga pendidikan (pesantren, PAUD dan TK)
5. 
menumbuhkembangkan kesadaran perilaku hidup sehat dalam bidang kesehatan dengan meningkatkan peran kader desa.
5.3.
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Desa


Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana tersebut diatas, dirumuskan arah kebijakan pembangunan desa jangka waktu 6 tahun kedepan, sebagai berikut :

1.
Mendorong maju dan berkembangnya pembangunan sumber daya manusia di desa melalui lembaga pendidikan formal maupun informal;

3.
Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat desa melalui lembaga pendidikan keagamaan;
5.4.
Icon Promosi Desa


Dalam rangka promosi desa guna meningkatkan daya saing, daya tahan dan daya tarik terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan desa, maka melalui RPJM Desa ini, sejak tahun 2020  setidaknya sampai 6 tahun kedepan dalam promosi desa mengambil tema promosi desa, yaitu: Desa Dorogowok sebagai desa percontohan pembangunan ekonomi berbasis kemasyarakatan dengan icon andalannya meliputi: icon pengelolaan hasil pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan dan peternakan seperti: ayam, kakao, kelapa, ketela pohong, kayu (sengon, akasia, mahoni, jati, dll) 

5.5.
Kerjasama Antar Desa


Kerjasama antar desa terutama diprioritaskan dengan desa-desa tetangga dan desa-desa perbatasan untuk penanganan bersama masalah:

1. Penanganan Batas Desa yaitu: desa Kedungmoro, desa Kaliwungu, desa Kabuaran dan desa Klampok Arum.
2. Penanganan Jalan tembus;

3. Penanganan pemasaran hasil-hasil pembangunan;

4. Penanganan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan serta ketenagakerjaan

BAB VI

KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA


Kebijakan umum adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang dirumuskan berdasarkan arah strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan 6 tahun kedepan di Desa Dorogowok Tahun 2020-2026, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan pembangunan di desa untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJM Desa ini perlu untuk dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi nyata melalui RKP Desa dan APB Desa sesuai bidang kewenangan desa, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian hasil musyawarah pembangunan desa.

BAB VII
PEDOMAN DAN PELAKSANAAN
8.1.
Pedoman Transisi
1.
RPJM Desa Dorogowok Tahun 2020-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa terpilih periode 2020-2026, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMN, RPJP Daerh Kabupaten Lumajang RPJMD Kabupaten Lumajang, RTRW Kabupaten Lumajang, RENSTRA SKPD Kabupaten.
2.
Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, RPJM Desa Tahun 2020-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk menyusun RPJM Desa Tahun 2020-2026.
7.2.
Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan diperlukan untuk menjamin terciptanya tata pemerintahan yang baik dan tetap konsisten serta fokusnya arah pembangunan jangka menengah 6 tahun kedepan sebagaimana sudah disepakati terutama untuk menghindari tumpang tindihnya pelaksanaan program antar bidang kewenangan desa. Selain itu kaidah pelaksanaan bertujuan agar didalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur dampaknya serta tercipta efisien dan efektifitas baik dalam pendanaannya maupun waktu pelaksanaan. Adapun kaidah pelaksanaan RPJM Des Tahun 2020-2026 adalah sebagai berikut:

1.
RPJM Desa Tahun 2020-2026 merupakan penjabaran visi, misi, kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga;
2.
Untuk melaksanakan program pembangunan desa, RPJM Desa tahun 2020-2026 perlu untuk dijabarakan dalam bentuk dokumen RKP Desa yang pelaksanaannya dalam jangka waktu satu tahun anggaran berjalan;

3.
RPJM Desa Tahun 2020-2026 nantinya akan dipakai sebagai dasar evaluasi dan lapooran pelaksanaan kinerja pemerintah desa selama 6 tahun dalam kurun waktu 2020-2026, yang apabila berdasarkan hasil evaluasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah RPJM Desa ini akan dilakukan revisi, perubahan dan penyesuaian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.
Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dorogowok, RPJM Desa Tahun 2020-2026 ini ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Dorogowok Tahun 2020-2026.

5.
Keberhasilan pembangunan desa yang merupakan penjabaran pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam RPJM Desa Tahun 2020-2026 ini, diperlukan kerjasama yang mantap antar seluruh komponen dan pelaku pembangunan di desa, dengan indikator sebagai berikut :
a. Bidang Pemerintahan Desa

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi terhadap masyarakat.

2. Menurunnya jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan.

3. Tersedianya Data Profil Desa yang akurat dan selalu up-date minimal 3 bulan sekali.

4. Kemudahan informasi dapat dirasakan oleh masyarakat melalui papan informasi, surat dan lain sebagainya.

5. Terselenggaranya Musyawarah-musyawarah desa, musyawarah dusun dengan partisipatif, dinamis, sesuai jadwal dan target.

6. Tersusunnya dokumen perencanaan desa sesuai standar meliputi RPJMDes, RKPDes, APBDes dan LKPJ Kades.

7. Tersedianya ruang / tempat kerja, perangkat kerja dan biaya operasional bagi pemerintahan desa dan kelembagaan yang memadai.
8. Tersedianya standart pelayanan desa sesuai standart pelayanan minimal.
9. Tertib dan akuntabelnya administrasi, pembukuan dan pelaporan oleh Pemerintah Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

1. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Terhubungnya akses transportasi antar dusun, dalam dusun dan antar desa melalui jalan makadam, rabat beton dan aspal serta jembatan dan bangunan pelengkapnya.

2. Terbukanya akses transportasi bagi wilayah-wilayah yang selama ini terpencil.

3. Meningkatnya status kelas jalan di beberapa ruas jalan.

4. Transportasi hasil pertanian semakin baik dan mudah.

5. Tertatanya lingkungan pemukiman, meliputi saluran drainase, jembatan, sanitasi, gorong-gorong, TPT, MCK umum dan lain-lain.

6. Terjaminnya pemeliharaan seluruh infrastruktur yang menjadi urusan desa.

7. Berkurangnya debit banjir terutama di areal pemukiman.

8. Berkurangnya kasus tanah longsor terutama di areal pemukiman.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya kesehatan.

2. Semakin mudah dan murahnya masyarakat memperoleh akses pengobatan.
3. Tersedianya Gedung polindes yang memadai dan lengkap dengan alat-alat kesehatannya.
4. Tertatanya sanitasi yang baik.
5. Tersedianya air bersih bagi semua warga.
6. Kegiatan posyandu semakin optimal dan rutin dilaksanakan.
7. Semakin berkurangnya angka gizi buruk pada balita.
3. Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Kualitas pendidikan usia dini semakin berkualitas, baik kurikulum, pengajar, media dan alat.

2. Tersedianya Gedung Paud dan TK beserta APE nya yang memadai di setiap dusun.

3. Angka buta huruf berkurang
4. Akses warga terhadap lembaga pelatihan semakin mudah.
5. Tersedianya wadah-wadah pengembangan seni dan budaya. 

4. Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Keberadaan Bumdes yang semakin maju, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Semakin mudahnya petani mengakses pengadaan bibit, pupuk dan pemasaran hasil pertanian.

3. Semakin terjaminnya ketersediaan air baku bagi areal pertanian.

4. Jaringan irigasi semakin baik dan memenuhi syarat teknis.

5. Semakin berkualitasnya pengolahan lahan pertanian, meliputi teknik pengolahan, alat-alat yang digunakan dan kualitas benih dan pupuk.

6. Makin mandirinya petani dalam memproduksi pupuk organik.

7. Makin mudahnya warga mengakses kebutuhan sembako. 
5. Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Hidup

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Terjaminnya ketersediaan debit air bersih untuk konsumsi masyarakat.

2. Terjaminnya perlindungan mata air.

3. Berkurangnya debit banjir saat musim penghujan.

4. Semakin luasnya areal kawasan hijau.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya kerukunan antar warga.

2. Berfungsinya secara optimal kelembagaan masyarakat.

3. Terjaminnya keamanan lingkungan dan ketenteraman warga.

4. Tetap lestarinya adat istiadat dan budaya di masyarakat.

5. Tersedianya sarana prasarana olah raga yang memadai.

6. Tersedianya tempat/ruang pertemuan warga.
7. Berkembangnya kegiatan seni dan budaya.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Semakin bertambahnya jumlah kader-kader desa.

2. Semakin dinamis dan berkembangnya Kelompok-kelompok Masyarakat (Pokmas).

3. Masyarakat semakin mandiri mengembangkan teknologi kewirausahaan.

4. Masyarakat semakin mudah mengakses permodalan dari dalam desa dan sekitar desa.

5. Makin berkembangnya budi daya yang memanfaatkan potensi yang ada di dalam desa.

6. Semakin meningkatnya kemitraan desa dan pelaku wirausaha dengan pihak swasta dan pemerintah.


Demikian RPJM Desa Tahun 2020-2026 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman keberhasilan pembangunan jangka menengah desa pada enam tahun mendatang agar lebih baik dan menuju masyarakat desa semakin sejahtera. 

KEPALA DESA DOROGOWOK
SURA’I
BAB VIII
P E N U T U P

Dalam penyusunan RPJM-Desa ini ditambahkan rancangan program indikastif 1 (Satu) tahun ke depan setelah periode RPJM Desa akan  berakhir , untuk menjembani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Desa selanjutnya  

A. RPJM Desa merupakan pedoman bagi Kepala Desa dalam menyusun rencana kerja Pembangunan Desa;

B. RPJM Desa sebagai penguatan peran para stakeholder / pelaku dalam pelaksanaan RPJM Desa;

C. RPJM Desa merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Kepala Desa selama menjabat.

Demikian Rencana Pembangunan ini kami buat,  selanjutnya kita jadikan acuan selama menjalan pemerintahan.


Dorogowok, Tanggal 31 Maret 2020

KEPALA DESA DOROGOWOK

S U R A ’ I
